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ABSTRACT
Background contained in this thesis is a rampant problem of street children and beggars in the city of Samarinda, the attention to this issue has a lot of good ideas poured out in the form of discussions and seminars which have been tried to be implemented by local government agencies and organizations or volunteers who are closely related to this issue. Basically the welfare of the child is not the same, depending on the level of welfare of their Parents. We can see in our country are still many children who live in slums, and one must struggle to make a living to support the family needs. Poverty, poor education, dysfunctional families and social environment also affects the life and growth of a child.
The problems raised in this paper try is to shape how local government responsibility for street children and beggars in the city of Samarinda in terms of Bylaw No. 16 of 2002 and what are the efforts made ​​by the local government in dealing with street children and beggars in Samarinda city.
These problems, the Government began running Regulation 16/2002, but from the implementation of the law faced so many obstacles there are several explanations why the Government can not solve this problem optimally, this is due to the lack of attention to the children so that state they are utilized by the individuals to be empowered as street children and beggars.
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I. PENDAHULUAN
Hampir setiap hari kita bisa melihat para pengemis dan anak-anak jalanan berada di sudut-sudut Kota Samarinda yang membuat tatanan Kota Samarinda jadi kelihatan buruk dan tidak terurus.

Padahal Kota Samarinda lagi dalam tahap untuk menuju sebagai Kota Besar, yang dimana persyaratan untuk menjadi kota besar ialah mempunyai tatanan kota yang aman, tentram dan menciptakan suasanan yang kondusif, tapi bagaimana semua itu bisa berjalan dengan mulus jika di dalam proses menuju tatanan kota yang di inginkan masyarakat tersebut terhambat karena adanya anak-anak jalanan atau para pengemis.

Proses pembentukakan Tatanan Kota yang lebih indah itu, sebenarnya sudah dalam tahap perencanaan, bukan berarti setahun atau dua tahun lagi kita bakal mempunyai tatanan kota yang benar-benar bagus. Tapi karena kedatangan para pengemis dan para anak-anak jalanan membuat semua itu jadi terhambat, bila dari Pemerintah Daerah tetap di biarkan seperti ini saja, tidak akan ada hasil dari sebuah perencanaan pembentukan tatanan Kota Samarinda yang aman dan tentram dan yang pasti tanpa adanya anak-anak jalanan dan pengemis yang merusak pemandangan di taman kota.
Sebenaranya Kita yang membuat mereka betah di jalan, dengan penghasilan bisa mencapai sekitar Rp. 50.000,00 per hari maka menimbulkan satu pertanyaan ironik yang besar. Bisa jadi kitalah yang membuat anak-anak itu betah berada di jalan. Dengan mengamen, mengemis, menyapukan kemoceng di atas dashboard mobil, atau menyodorkan amplop sumbangan - satu anak jalanan usia SD bisa memiliki penghasilan yang beda tipis dengan lulusan diploma. Begitu mudah bagi mereka. Tanpa perlu capek-capek sekolah, susah-susah melamar kerja, toh hasilnya hampir sama. 

Tanpa maksud menggurui, saya sepakat dengan salah satu program UNICEF, yakni berhenti memberi uang kepada anak-anak jalanan. Dari sekian penelitian yang dilakukan sejumlah LSM, uang yang diperoleh anak-anak marjinal ini, sebagian besar tidak mendukung peningkatan kesejahteraan mereka.
Selain Peran Permerintah dalam hal ini peran penting orang tua dari anak-anak jalanan ini sangat mendukung terciptanya Hak Asasi Anak yang lebih baik di karenakan faktor lingkungan sekitar juga memperkuat munculnya anak-anak jalanan dan pengemis tersebut turun ke jalan. 
II. PERMASALAHAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk kategori mencari hubungan antara dua fenomena yaitu hubungan pelaksanaan dan upaya dengan penertiban anak-anak jalanan dan pengemis khususnya di Kota Samarinda .  Sehingga penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap banyaknya pengemis dan anak-anak jalanan di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 . ”. dan “Upaya apa sajakah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap banyaknya pengemis dan anak-anak jalanan yang merusak tatanan Kota di Samarinda “.
III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kota Samarinda dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda Kalimantan Timur dilakukan secara Wawancara yaitu oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian.  Pengumpulan data dengan cara Library Research dan Field Work Research
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.a Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap banyaknya anak-anak jalanan dan Pengemis di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002
A. Adapun tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002, Pasal 3 antara lain :

· Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala daerah mempunyai wewenang untuk melarang setiap orang yang melakukan pengemisan di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

· Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk melarang anak jalanan baik dilakukan secara perorangan, kelompok dan atau disuruh orang lain untuk meminta-minta dijalan umum atau simpang-simpang jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 dalam Pasal 3 mengenai wewenang Pemerintah Daerah dalam menyikapai anak-anak jalanan dan pengemis di Kota Samarinda sudah mulai sejalan, akan tetapi kurangnya Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi jalannya pelaksanaan Peraturan Daerah yang seharusnya sudah diterapkan sejak maraknya kasus anak-anak jalanan dan pengemis yang semakin mewabah di Kota Samarinda.

Adapun yang mempunyai tugas dalam penertiban anak-anak jalanan dan pengemis di Kota Samarinda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah yang mana sejauh ini Satpol PP telah melakukan razia di berbagai titik atau sudut Kota Samarinda. Setelah di razia Satpol PP menindaklanjuti anak-anak jalanan dan Pengemis tersebut dengan cara memulangkan mereka ke daerah asal masing-masing. Akan tetapi di luar pengawasan Satpol PP tindakan memulangkan ini tidak dapat berjalan secara optimal, dikarenakan adanya kendala yang berarti seperti: 
1. anak-anak jalanan dan pengemis tersebut dapat kembali ke Kota Samarinda di karenakan adanya pemahaman masyarakat luar terhadap Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda yang di anggap oleh mereka memiliki pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata.
2. Tidak adanya tempat pembinaan terhadap anak jalanan dan pengemis di Kota Samarinda.
3. Kurangnya dana Operasional APBD untuk memulangkan anak-anak jalanan dan pengemis ke tempat asal masing-masing.

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara saya dengan pihak Satpol PP yang diwakili oleh Bapak H.Syahlan selaku Kepala seksi Operasional dan Pengendalian bahwa penghasilan rata-rata anak jalanan dan pengemis di Kota Samarinda 2-3 kali lipat penghasilan pekerja bangunan di Kota Samarinda. 
Hal ini disikapi oleh Ibu Dra.Lilydya Serinowati,M.Si selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kota Samarinda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membiasakan diri untuk memberi uang atau belas kasihan kepada anak-anak jalanan dan pengemis di Kota Samarinda karena belas kasih atau kemurahan hati itu dapat menimbulkan pemahaman yang salah terhadap mereka, bahwa mereka menganggap kehadiran mereka diterima oleh masyarakat sekitarnya khususnya Kota Samarinda. 
Tindakan razia, menurut Ibu Dra. Lilydya Serinowati,M.Si bisa saja dilakukan, Tetapi jika tanpa disertai kesadaran masyarakat terhadap kebiasaan memberi sesuatu kepada anjal dan gepeng tersebut maka hasilnya tidak dapat secara optimal. Sedangkan biaya untuk razia dan memulangkan anak tersebut ke Daerah asal tidak sedikit dan biaya tersebut bersumber dari APBD.

Oleh karena itu pihak Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda mengharap untuk bersama-sama menghapus anak jalanan ini secara sistematis.  Dan Pemerintah Kota dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk merazia dan membina sedangkan masyarakat diminta untuk tidak membiasakan dengan budaya memberi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis data anak jalanan dan pengemis di kota samarinda dari razia yang dilakukan pihak Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda semakin meningkat, dalam kenyataannya kebanyakan mereka pendatang dari daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Pulau Jawa. Tahun 2012 jumlah anak-anak jalanan (anjal) yang berhasil ditangkap oleh Dinas Sosial Kota Samarinda 136 orang, Gelandangan Pengemis (Gepeng) 28 Orang, dan Koordinatornya 2 orang. Tidak menutup kemungkinan yang tertangkap berdasarkan data ialah mereka yang sebelumnya sudah pernah diberikan sosialisasi dan tahanan namun masih beopaerasi di jalan.

Sebagaimana maksud dari pasal 5 ayat (1) Perda 16/2002 Ibu Dra. Lilydya Serinowati,M.Si  menjelaskan aktivitas mengemis adalah kegiatan terlarang. Dengan kata lain masyarakat sudah sewajarnya ikut mendukung pelaksanaan peraturan daerah mengingat bahwa kegiatan anak jalanan dan pengemis dilarang oleh Pemerintah. Di dalam KUHP Pasal 504 Ayat (1)  dan (2) tentang Pelanggaran ketertiban umum “ bahwa barang siapa mengemis di muka umum. Di ancam karena melakukan pengemisan dengan kurungan paling lama enam minggu “ dan “ Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan “ . 

Disisi lain bahwa kini kegiatan anak-anak jalanan dan pengemis, tidak hanya melakukan kegiatan meminta-minta terkadang sudah cenderung menjurus ketindakan kriminal seperti halnya : mengganggu ketertiban umum, meresahkan pengguna jalan, dan memaksa masyarakat pengguna jalan umum untuk memberinya. Terkadang aktivitas mereka bekerja tanpa ada batasan waktu yang tetap, tetapi waktu yang mereka habiskan untuk bekerja rata-rata antara lima sampai dua belas jam per hari Anak jalanan yang bekerja sebagai pedagang, memiliki waktu memulai bekerja relatif teratur dan menyelesaikan pekerjaannya ketika barang dagangan yang dibawa habis. Sedangkan anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen tidak memiliki keteraturan waktu bekerja. Mereka memulai dan mengakhiri pekerjaannya tergantung kepada keinginan dirinya saat itu. Namun demikian ada kesamaan pada setiap anak jalanan dalam bekerja, yaitu mereka dapat bekerja dan bermain dalam aktivitasnya.
B. Upaya Pemerintah Daerah dalam menertibkan Anak-anak Jalanan dan Pengemis yang merusak Tatanan Kota di Samarinda
Sebelumnya Pemerintah Daerah sudah mencanangkan tentang pembentukan tatanan kota yang lebih baik dari pada sebelum-sebelumnya, tapi ketika semua itu sedang berjalan .

Adapun upaya yang sudah terlaksana oleh Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut : 

1. Melakukan penertiban anak-anak jalanan atau pengemis secara perorangan , kelompok atau dengan cara apapun untuk mempengaruhi atau menimbulkan belas kasihan orang lain

2. Memberikan pembinaan dan sosialisasi bagi anak-anak jalanan dan pengemis tentang akan larangan kegiatan mengemis dan meminta-minta karena mengganggu ketertiban umum.

Namun dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut menemukan beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan atau permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

· Belum Terciptanya proses terhadap Pembentukan tatanan kota yang lebih spesifik.

- 
Masih Terjadinya beberapa pelanggaran terhadap pembentukan Tatanan kota tersebut

-  
Masih Lemahnya Kebijakan-Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

- 
Kurangnya Pengawasan Dari Pemerintah Daerah terhadap Pembentukan tatanan kota tersebut.

Oleh karena banyaknya hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang membuat proses tatanan kota di Daerah Kota Samarinda, masih belum maksimal dalam melaksanakan upaya-upaya dalam menertibkan anak-anak jalanan dan pengemis yang merusak tatanan Kota Samarinda. Jadi ada beberapa penjelasan mengapa Pemerintah Daerah belum dapat menyelesaikan permasalahan seperti ini. Dari hambatan-hambatan tersebut Pemerintah Daerah mempunyai Data sebagai berikut :

	No.
	Nama
	Tahun 2011
	Tahun 2012

	1.
	Gepeng
	127 Orang
	26 Orang

	2.
	Anjal
	15 Orang
	37 Orang

	3.
	Pengamen
	14 Orang
	29 Orang

	4.
	Penjual Koran
	14 Orang
	70 Orang

	5.
	Penjual Asongan
	6 Orang
	29 Orang

	6. 
	Koordinator
	1 Orang
	2 Orang


Tabel Klasifikasi Anak Jalanan Perbandingan 2011-2012
Sumber Dinas Kesejahteraan Sosial Samarinda
Melihat tabel tersebut di atas, jelas sekali perkembangan jumlah anak jalanan dari tahun 2011 s/d 2012, ini sangat ironis sekali dengan kinerja Pemerintah Daerah, dengan cara penertiban dari Satpol PP bahwa tindakan penertiban dalam kenyataannya masih kurang efektif.

Berdasarkan kondisi riil yang ada maka penulis melakukan penelitian terhadap 2 anak jalanan, yang pertama indra 12 tahun, dia menjadi pengamen karena disuruh orang tuanya untuk membantu perekonomian keluarga, karena menurutnya dia adalah anak pertama, yang kedua ridho 14 tahun menjadi penjual koran sudah lebih dari 3 tahun yang lalu, karena orang tua ridho sudah bercerai dan tidak satu pun orang tua yang menjaganya dan menafkahinya, jadi dia menafkahi dirinya sendiri untuk kepentingan pribadi.

Disini terlihat bahwa peran keluargalah yang sangat besar, dari cara mereka melakukan pekerjaan semua terjadi karena hubungan keluarga, ada yang disuruh dan ada juga yang dikarenakan broken home, dan akhirnya semua dari kerjaan mereka harus di manfaatkan orang-orang yang tidak beertanggung jawab.

Seharusnya para LSM yang ada atau relawan dapat menampung aspirasi dan keinginan mereka, kebanyakkan dari para anak-anak jalanan dan pengemis tersebut di kelola dengan sekelompok orang yang memanfaatkan mereka, seharusnya Pemerintah Daerah Samarinda atau para aparat hukum Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja yang di sini di tugasakan untuk membrantas para anak-anak jalanan dan pengemis, menjaring para pengelola mereka, bukan hanya menangkap anak-anak jalanan dan pengemis tersebut, karena mereka hanya boneka yang di manfaatkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. 

Tindakan Pemerintah Daerah Samarinda sebenarnya sudah benar, dengan menjaring para anak-anak jalanan dan para pengemis yang sudah merusak tatanan Kota Samarinda, namun alangkah baiknya jika Pemerintah Daerah juga menjaring pengelolanya, karena sampai kapanpun anak-anak jalanan dan para pengemis tidak akan bisa hilang kalau tidak ada tindakan-tindakan seporadis, atau yang bersifat ekstrim.

 Anak jalanan adalah anak yang terkategori tak berdaya. Mereka merupakan korban berbagai penyimpangan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Untuk itu, mereka perlu diberdayakan melalui demokratisasi, pembangkitan ekonomi kerakyatan, keadilan dan penegakan hukum, partisipasi politik, serta pendidikan luar sekolah. 

Anak jalanan, pada hakikatnya, adalah "anak-anak", sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Mereka membutuhkan pendidikan dan pemenuhan pendidikan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan fisik dan mental mereka. Sebab, anak bukanlah orang dewasa yang berukuran kecil. Anak mempunyai dunianya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa. Kita tak cukup memberinya makan dan minum saja, atau hanya melindunginya di sebuah rumah, karena anak membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang adalah fundamen pendidikan. Tanpa kasih, pendidikan ideal tak mungkin dijalankan dan pendidikan tanpa cinta menjadi kering tak menarik. 

Dalam upaya mendidik anak, ibu dan ayah harus sepaham, mereka harus bertindak sebagai sahabat anak, kompak dengan guru, sabar sebagai benteng perlindungan bagi anak, menjadi teladan, rajin bercerita, memilihkan mainan, melatih disiplin, mengajari bekerja, dan meluruskan sifat buruk anaknya (misalnya : berkata kotor, berkelahi, suka melawan, pelanggaran sengaja, mengamuk, keras kepala, selalu menolak, penakut, manja, nakal), selanjutnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mengatur seluruh pemenuhan dari Hak Asasi Anak.
Dari sekian penelitian yang dilakukan sejumlah LSM, uang hasil yang diperoleh anak-anak marjinal ini, sebagian besar tidak mendukung peningkatan kesejahteraan mereka. Uang tersebut digunakan untuk Jajan, ada di peringkat pertama; main Game Online, Playstation atau permainan elektronik lainnya, menjadi pilihan kedua; setoran ke orang tua atau inang/senior sebagai pelindung mereka di jalanan, terakhir, yang paling mengiris; uang hasil mereka dijalan digunakan untuk membeli lem yang biasa mereka hisap sampai kering; biasa disebut (ngelem) Jadi, bocah-bocah berpenampilan kumuh ini pun tetap miskin, tetap terancam putus sekolah, bahkan negara kita terancam kehilangan generasi muda yang bermutu dan berkualitas baik dengan tetap masih terlihatnya mereka berkeliaran di jalan. Sedangkan hal-hal dasar anak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak sebagai konsekuensi logis dan kewenangan hal-hal anak.

V. PENUTUP
A. KESIMPULAN
Setelah melalui penjelasan dari Bab-bab di atas, maka sebagai akhir dari penulisan Studi atau skripsi ini  penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah-masalah apa yang telah dibahas untuk diberikan abtraksi yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dibuat  adalah sebagai berikut 

1. Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor.16 Tahun 2002 Pemerintah Daerah sudah mulai banyak menyikapi permasalahan anak-anak jalanan dan pengemis di Kota Samarinda, dengan dilibatkannya instansi-instansi terkait, namun dalam pelaksanaan banyak hambatan-hambatan yang dialami baik Pemerintah Daerah, Instansi dan Aparat-aparat hukum terkait.

2. Berbagai upaya yang coba dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatatasi anak-anak jalanan dan pengemis yang merusak tatanan Kota Samarinda antara lain :

a. Memberikan kewenangan kepada Instansi terkait untuk melakukan operasi di berbagai sudut kota Samarinda dalam menertibkan anak-anak jalanan dan pengemis yang marak beroperasi di pinggir jalan, lampu merah,pertokoan dan pasar.

b. Menjaring para koordinator yang telah menurunkan anak-anak tersebut kejalan .

c. Memberikan pembinaan khususnya kepada anak-anak jalanan agar memperoleh Hak Asasinya sama dengan anak-anak lainnya dimata hukum

Namun dari berbagai upaya yang dicoba Pemerintah Daerah masih kuwalahan menangani kasus anak-anak jalanan dan pengemis tersebut. Dikarenakan sulitnya memberikan arahan maupun sosialisasi bagi anak-anak dan pengemis tersebut karena kurangnya pemahaman dan kesadaran mereka yang merasa lebih mudah mendapatkan uang dengan mengemis di jalan-jalan.
B. SARAN
Sebagai akhir dari penulisan studi atau skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut

1. Mengoptimalkan SDM dan Tim Kerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Hukum dan Lembaga-lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab atas penertiban anak-anak jalanan dan pengemis di Kota Samarinda.

2. Seyogyanya Pemerintah Daerah bisa memberikan sanksi yang berat untuk seorang atau orang banyak yang sudah merusak tatanan kota

3. Pemerintah Daerah dapat memberikan sarana dan prasarana yang lebih seperti tempat rehabilitasi atau tempat penampungan yang didalamnya diberikan wadah sosialisasi, arahan dan pembinaan guna pemenuhan kebutuhan hidup (Hak Asasi) dan pendidikan khususnya anak-anak jalanan yang berhak mendapatkan pendidikan

4. Meningkatkan kesadaran orang tua agar bisa menjaga anaknya dari kegiatan seperti ini, apa lagi sampai menyuruh anak menjadi anak jalanan.

5. Sudah sepatutnya perekonomian Daerah diperbaiki guna pemenuhan Hak Asasi Manusia, dimana masyarakat miskin, ekonomi menegah kebawah merupakan tanggung jawab Pemerintah.
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